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BAB III 

PENUTUP 

 

A.KESIMPULAN 

Bentuk perlindungan hukum tenaga honorer yang diangkat dan 

diperkerjakan di lingkungan dinas/instansi pemerintahan kota yogyakarta itu 

sudah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal itu 

diatur dan disebutkan dalam isi dari klausul-klausul perjanjian kerja antara 

pemerintah kota yogyakarta dengan tenaga bantuan (naban). Namun, untuk 

menghindari penuntutan pengangkatan oleh pekerja tersebut, maka dilampirkan 

surat pernyataan yang didalam surat tersebut ditegaskan bahwa pemenuhan hak 

dan kewajiban pekerja berdasarkan kebijakan pemerintah kota yang 

memberikan pekerjaan kepada tenaga honorer tersebut. Jika diamati, memang 

dalam pengangkatan tenaga honorer tidak sesuai dengan peraturan yang 

mengatur hal itu, yang diatur dalam PP No.48 Tahun 2005 tetapi karena adanya 

kebijakan yang mengatur mengenai pengadaan tenaga bantuan tersebut, maka 

digunakanlah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota dengan 

dikeluarkannya Peraturan Walikota No.3 Tahun 2008.    
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B.SARAN 

Perlu adanya komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah 

Pusat terkait dengan pengadaan tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintah 

Daerah.Agar pengangkatan/pengadaan tenaga kerja honorer tersebut sesuai 

dengan peraturan yang ada.Sehingga tidak timbul suatu problematik hukum 

mengenai status pekerja dan bagaimana perlindungan hukum pekerja 

tersebut.Sehingga hak-hak para pekerja tidak dilanggar oleh 

perusahaan/instansi yang mengangkat pekerja tersebut. 
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